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Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Terbuka

Rabu, 7 September 2016

Pukul 10.00 WIB

Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK 1V)

Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta

Membahas RKA-K/L Tahun 2017 dan usulan program-program yang
akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi
Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.

Drs. Budi Kuntaryo

A. 40 Anggota dari 51 Anggota Komisi IV DPR RI

B. Hadir Pemerintah:

1.
2.

w

8.

9.

Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan);

Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA (Sekretaris Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan dan PIt. Direktur Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan);

. Andha Fauzie M, Ak.,M.S.I.S (Inspektur Jenderal);
. DR.Ir. Slamet Soebjakto M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan

Budidaya);

. Brahmantya Satyamurti Poerwadi, ST. (Direktur Jenderal

Pengelolaan Ruang Laut);

. Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc. (Direktur Jenderal Penguatan Daya

Saing Produk Kelautan dan Perikanan);

. M. Zulficar Mochtar, ST., M.Sc. (Kepala Badan Penelitian dan

Pengambangan Kelautan dan Perikanan dan PIt. Direktur
Jenderal Perikanan Tangkap);

Ir. Rifky Efendi Hardijanto (Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan); dan

Dr.Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan)

beserta jajarannya.

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka
membahas RKA-K/L Tahun 2017 dan usulan program-program yang akan didanai
oleh DAK, pada hari Rabu tanggal 7 September 2016, dibuka pukul 10.00 WIB oleh
Ketua Rapat Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si. dan dinyatakan terbuka untuk umum.



KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan atas Pagu RKA-K/L Kementerian Kelautan dan
Perikanan Tahun 2017 sebesar Rp10.079.423.505.000,- dengan sumber dana dari:
a. Rupiah Murni sebesar Rp9.435.148.059.000,-;
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp77.165.377.000,-;
c. Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp478.740.069.000,- dan
d. Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp88.370.000.000,-.

dengan komposisi program per-Eselon | sebagai berikut:
a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp653.166.619.500,-;
b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp83.855.369.000,-;
c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebesar Rp2.118.649.735.000,-;
d. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar Rp1.188.284.446.000,-;
e. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar
Rp910.375.356.500,-;
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar
Rp1.459.323.937.000,-;
g. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp998.994.472.500,-;
h. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan sebesar
Rp786.544.957.500,-
i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar
Rp1.339.028.362.000,-; dan
j. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar
Rp541.200.250.000,-.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman bersama Eselon | terkait
fungsi dan program yang telah dipaparkan.

—

2. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan atas Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelautan
dan perikanan Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Nota Keuangan Pemerintah Tahun
2017 sebesar Rp926,5 Miliar (DAK Provinsi sebesar Rp615 Miliar dan DAK
Kabupaten/Kota sebesar Rp311,5 Miliar). Selanjutnya Kementerian Kelautan dan
Perikanan mengusulkan DAK sebesar RP10,761 Triliun (DAK Provinsi Rp2,347 Triliun dan
DAK Kabupaten/Kota Rp8,414 Triliun). Komisi IV DPR RI akan mendalami dan
memutuskan kriteria teknis penggunaan DAK setelah melakukan pendalaman bersama
Eselon I.

3. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan tambahan anggaran pada Bagian Anggaran
BA 999 Tahun 2017 untuk Sektor Kelautan dan Perikanan yaitu Dana Kelola BLU pada
Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) KKP sebesar Rp500
Miliar untuk penguatan modal usaha Kelompok Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan.

PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.25 WIB.
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